Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/616/V1.02/HK/2020
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan olch Bupati;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Ncmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keunngan Negara (Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengaadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penys=lenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inaonesia Tehun 2019 Nomor 42, T"ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keurngan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Curona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau  Menghadapr  Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dun/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyclematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tamrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6514),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 37);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanju Dasrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeral, sebagaimana telan diubah
dengan Peraturan Mcnteri Dalam lvegeri Nomer 36 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45J), scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengar. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaoan Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114}:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan  Penanganan Corona Virus Disecase 2019 di
Lingkungan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan EBelanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 8588);

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikast dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daeiah Kabupaten Pesawaran
tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangar. Peraluran FEupati Pesawaran tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 scbagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
mi.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempumaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten
Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancengan Pera‘uran Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
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KETIGA : Dalam hal evaluasi scbagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak
ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran dan
Bupati menetapkan Rancangan Pernturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan Daernh dan Rancangan Peraturan Bupati  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubemur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daernh Kabupaten Pesawaran tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah
disempurmakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Dacrah dan Peraturan Bupati setclah mendapatkan
Nomor Register dari Gubernur,

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daecrah Kabupaten Pesawaran
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2021, disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal fg-— /2 - Fr2p .

GUBERNUR LAMPUNG,

T

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jaknrta;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesin Perwakilnn Provinai Lampung di Bandar Lampung:
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

6. Pimpinan DPRD Kabupaten Knbupaten Pesawaran di Gedong Tataan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR + G/616/V1.02/HK /2020
TANGGAL : 29 DESEMBI R 2020
TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWAPRAN TENTAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGAPAN
2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

. KEBIJAKAN UMUM
Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas;

a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Men:
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi:

irut Kelompok dan Jenis

C. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintanan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegintan, Kelompok, Jeris Pendapatan, Belanja,
dan Peinbiayaan:;

d. Reckapitulasi Belanja Menurut  Urugaag, Pemenntahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Iasil dan Suh Kegiatan Beserta
Keluaran

€. Rekapituiasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan clan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kernngka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f.  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
8. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;

i.  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
J.  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Daftar Piutang Dacrah;

l.  Daftar Penyertaan Modal Daerak. dan Investasi Daerah Lainnya;

[ &
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m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain-Lain;

n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang
direncanakan.

o. Daftar Dana Cadangan: dan

p. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri
alas:

a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok,

Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD menurut urusan pemenintahan Dacrah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerimia, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Peneriraa, Alamat Penerima, dan Eesaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Eesaran Bantuan
Keuangan Bersitat Umum dan Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima an Besaran Belanja Bagi
Hasil,

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Frogram, Kegiatan, Suo Kegatan Kelompok, Jenis, Objek,
darn Rincian Objck Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alarn/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemeriatahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Pincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Meaurut Urusan Pemcrintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APED dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuuian Rancangan
Peratuian Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

-l S

l:etentuan peraturan perundang-undangan yung lebih tinggi;
kepentingan umum,

RKPD, KUA, dan PPAS; dan

RPJMD.



KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANQ
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN KETENTUAN
PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Pernturan Daerah

Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD
dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawarnn tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 telah disetujui bersama antarn Bupati dan DPRD pada
tanggal 18 Desember 2020 dan disampaikan kepada Gubermnur Lampung
pada tanggal 22 Desember 2020.

Pemerintah  Kabupaten Pesawaran harus konsisten mematuhi  jadwal
penvusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan Fasal 106 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
vang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui
bersama Rancangan Peraturan Daernh tertang APBD paling Inmbat 1 (satu)
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiup tahun dan ketentuan Butir
0.4 Lampiran | Peratcran Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2020 tetang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa
Kepala Dacrah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan ['eraturan
Daerah tentang APDD Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021

Bupati Pesawaran dan DPRD Kabupaten Pesawaran harus memenuhi
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggarun 2021 sesuai
ketentuan peroturan perundang-undangan, mulai dan penyusunan dan
penvampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk
dibahis dan disepakat bersamic untuk meny-di dasar bagi Pemerinlah
Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan memoahas rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran <021,

B Kebyakan Pendapatan Dacrah

Penganggaran targel pendapatan daernh delan: Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentung APBD Tahur Anggaran 2021 sebesar
Rpl.284.637.720.028,00 harus berdasarkan pada perkirnan yang terukur
secarn rasional yang dapat dicapai nuntuk setiap sektor pendapatan sesuai
ketentuan Pasal 29 avat (4) Peratuian Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga harus melakukan
Refurmasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi
transiormasi ekonomi

Target pendapatan daerah tersebut dirinci dalam Tabel 1 sebagai berikut:
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Tabe! )
Pendapatan Daecrah

Uraian

“Jumlah (sebesar Rp)

PENDAPATAN DAERAH

sobesar
Rpl1.284.637.720.028,00

Pendapatan Asli Daerah

77.331.847.935,00

Pajak Daerah

29.450.000.000,00

Retribusi Daerah

13.551.500.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di
pisahkan

2,152,625.701,00

Bagian Laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Deviden) atas
Penyertaan Modal pada BUMD

2.152.625.701,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

32 177.722.234,00

" Jasa Giro

6.046.940.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah

'2.000 000.000,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan
. Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan BLUD

2.200.000.000,00

Pend;ipalan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pem_l;p-;i:n Transfer

20.930.782.234,00

1.128.870.872.C93,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Fusat

1.036.938.737.000,00

Dana Perimbangan

880.331.341.000,00

Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Desa

156.607.396.000,00

Pendapatan Transfer .\ntar Daerah

91.932.135.093,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah

 Lain-lain Pendapatan |

78.435.000.000,00

24.035.000.000,00

54.400.000.000,00

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

tentang APBD

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.331.817.935,00 atau 6,02% dari
totel pendapatan dacrah scbesar Rp1.254.637.720.028,00, dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

Tahun Anggaran 2021.

tentang APBD
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Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021

terdiri dan:
a. Pajak Dacrah

Penganggaran target pendapatan pajak deerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp29.450.000.0C0,07 atau 38,08% dan total

pendapatan asli dacrah scbesar Rp77.337.847.935,00.

Target pajuk daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
pajak daerah:

1) Pajak Hotel sebesar Rp250.000.000,00;

2] Pajak Restoran sebesar Rp1.750 000.000,C0;

3) Pajak Hiburan sebesar Rp50.000.000,00;

4) Pajak Reklame sebesar Rp280.000.000,00;

S) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp14.130.000.000,00;
6) Pajak Parkir sebesar Rp230.000.000,00;

7) Pajak Air Tanah sebesar Rp380 000.000,00,

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaann dan Perkotaan scbesar
Rp7.200.000.000,00;

9] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
RpS5.000.000.000,00.

b. Retnibusi Daernh

Penganggaran target pendapatan retnbusi daerah dalain Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tenting APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp13.55'.500.000,00 atau sebesar 17,52%
dari total pendapatan asli dacrah sebesar Rp77.331.847.935,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi dacrah pada huruf a dan huruf b harus
ditetapkan dengan peraturan caeruh yrng menjadi dasar pemungutan
paiak daerah dan retribusi daerah schagaimana dimaksud serta
mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Vahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 tentang Retnbusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebegaimana butir
I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam N=geri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penylisunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021. Besaran target pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak
dacrah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio
pajak daerah, pertumbuhan ckonomi, dan tingkat inflasi yang
mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagai akibat duri menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi
Corona Virus Disease 2019 ({COVID-19) yany berpotensi terhadap capaian
target pendapatan pajak daerah dan retribusi dnerah.
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Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan
retribusi daeran, Pemerintah Kabupaten Pesawsran harus melakukan
kegiatun pemungutan. Kegirtan pemungutan tersebut merupnkan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunnn data ob,ek dan subjek pajak
atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi butir sesuai 1.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggirun 2021,

Haail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolnan kekayaan daerah yang
dipisahkan vang tercantum pada Lampiran | Ringkasan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Keloinpok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan dalam Rar.cangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
lentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.152.625.701,00 atau
2,78% dan total pendapatan asli daerah sebesar Rp77.331.847.935,00
terdapat selisib scbesar Rp2.152.625.701,00 dengun yang tercantum
pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi Daerah
Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daemh Kabupaten

Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran
harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampirar. | Ringkasan APBD
vang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, B=lanja, dan
Pembiayaan dengan vang tercantum dalam Lampiran XIl Dalftar
Penyertaan Modal Dacrah dan Investasi Dacral Lainnya.

Selanjutnya dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba
atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran Xl Daftar
Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Dacrah Lainnya dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.152.525.701,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daeran Kabupaten Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyertaan macal dimaksud dengan jumlah
total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesawaran sampai
denzan Tahun Anggaran 2020, apabila masih terdapat BUMD yang belum
memberikan bagian laba yang rasional dibandiagkan dengan jumlah
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta
memperhatikan perolehan manfaat ekonori, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu .ertentu dengan tetap berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pergelolaan Investasi Daerah, vebagaimana maksud butir 1.C.1.a.2)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021,
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_ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli dacrah yang
sah dalam Rancangaa Pernturan Daerah Kabupaten Pesawnran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.177 722.234,00 atau 41,61%
dari wtal pendapatan asli daerah sebesar Rp77.331.847.955,00 yang
diuraikan ke dnlam vbyek pendapatan antara lain scbagai berikut:

1) Jasa Giro sebesar Rp0.046.940.000,00 ngar mempedomari Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Peraerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolnan Keuangan Daerah dan butir
C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,

2) Pendapatan DLUD scbesar Rp2.200.000.000,00 agar mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).0) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Keschatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar
Rp20.930.782.234,00 agar meimnprdomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 t=ntang Badan Layanan Umum Daerah
serta butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021.

Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dan Pendapatan

Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.128.870.872.093,00

atau B87.87% dari total pendapatan daerah sebesar

Rp!.284.637.720.028,00 yang diu-aikan sebngai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp880.331.311.000,00 atau 68,53%
terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.2%4.637.720.028,00,
yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15.059.670.000,00 telah sesuai
dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahur 2020 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp632.082.371.000,00 telah
sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021.

¢) Dana Transfer Khusus sebesar Rp233.189.300.000,00 telah sesuai
dengan alokasi anggaran yang lercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar
Rp99.809.357.000,00.
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b} Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fieil. sebesar
Rp133.379.943,000,00.

2] Dana Desa sebesar Rp156.607.396.000,00 telah gesuai dengan
alohasi anggaran yang tercantum dalain P'ernturan Presiden Nomor
113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT scbagaimana butir a.l).c)
diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan
industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai
dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
dijabarkan dengen keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan
dalam butir .E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam
Pendapatan Bagi Hasil Pajak scbesar Rp91.932.135.093,00 agar
berpedoman kepada butir [.C.1.b.2).a) campiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentanz Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2021.

. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lzin-lain
pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp78.435.000.000,00 atau  6,11% terhadap total pendapatan deerah
sebesar Rp1.284.637.720.028,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan
Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebesar
Rp24.035.000.000,00 dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar
Rp54.400.000.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian
penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunya. konsekuensi
pengelusran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidnk menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang
peningkstan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2CG19 tentaug Peagelolaan Keuangan Daerah
den butir [.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
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C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyedinan alokasi belanjn daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahu1 Anggaran 2021 scbesar
Rp1.325.269.442,638,00. Penycdinar: alokasi belanjn dacrah terscbut
meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali
dan pengeinaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanjn daerah hurus mendukung target capaian prio.itas
pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kew~nangan Pemerintah Daerah,
untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan daerah, dan kemampunn pendapatan daerah serta dalam
rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, keschatan, sosial dan
ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja dacrah Kabupaten Pesawvaran dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 secbesar

Rp1.325.269.442.628,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

i Urmian

" .Jurlah (scbesar Rp)

BELANJA DAERAH

| Belanja Opesasi

—_—— — —

1.325.269.412.638,00

"~ 922.603.875.690,00

Belanja pegawai 535.1563.848.479,00

— Belanja barung dan jasa - 340.184.168.261,00
Belanja subsidi ) i
Belanja hibah - 14.237.784.000,00
Belanja bantuan sosial I 19.518.074.950,00
Belauja Modal T 158.434.420.948,00

Belanja modal tanah

1.010.000.000,00

Belanje modal peralatan dan mesin

26.374.459.390,00

Belanje modal gedung dan bangunan

23.086.121.020,00

Belanjz modal jalan, jaringan dan irigasi

98.909.157.108,00

Belanja modal aset tetap lainnya 9.054.683.400,00
Belaajn Tidak terdugn 5.000.000.000,00
Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00
Belanja Transfer a 239.231.146.000,00
Belanja bagi hasil pajak dacrah 3.390.150.000,00

| Belanja bantuan keuangan 235.840.96.000,00

r
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1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan

Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasel 49 ayat (S) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dulam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal scbagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Takun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, sebagai benkut:

a. Bidang Pendidiknn

Alokasi anggaran uniuk belanja SPM bidang, Pendidikan sebesar
Rp94.018.136.600,00 atau 23,11% dari total belanja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebesar Rp406.791.537.096,00 Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatun Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar scbesar
Rp5.158.613.600,00;

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Monformal/Kcesetaraan sebesar
Rp1.058.200.000,00;

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar
Rp7.801.323.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang
Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018 tentang Standar Tel:nis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatari sebesar
Rp2.104.345.000,00 atau 1,59% deri total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rp132.234.898.858,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening scbagai
berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar
Rp20.000.000,00;

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar
Rp6.100.000,00;

3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada 1Jsia Produktif sebesar
Rp1.993.645.000,00,

4) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
sebesar Rp6.100.000,00;

5) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar
Rp10.000.000,00;
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6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus
B
yang melemahkan dayatahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) sebesar Rp20.400.000,00;

7) Kegiatan Pelayenan Keschatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Eencanadan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
sebesar Rp23.100.000,00;

8) Kegiatan Pelayanan Keschatan Bagi Penduduk Pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa Provinsi sebesur Rp25.000.000,00;

harus diprioritaskan untux memenuhi indikator pencapaian bidang
Kesehatan sesuai ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Peiayanan M:inimal, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Keschatan.

. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekejaan Umum dan Penataan
Ruang sebesar Rp20.791.807.000,00 atau 52,57 % dari total belanja
SKPD Dinas Dinas Perumahan Rekyat dan Kawasan Pemukiman
sebesar Rp38.808.851.73€,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai
berikut:

1) Kegiatan Air Minum sebesar Rp10.818.723.000,00;
2) Kegiatan Sanitasi sebesar Rp9.973.079.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelnyanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan P=rumahan Rakyat.

. Bidang Perumuahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp1.264.055.000,00 atau 3,32% dari total belanja SKPD Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  sebesar
Rp38.108.851.736,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp1.264.055.000,00;
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harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20'8 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 29 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar
Rp391.711.200,00 atau 3,45% dari total belanja SKPD Satuan Polisi
Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
SKPD  Badan Kesatuann Bangsa dan  Politik  secbesar
Rp11.364.230.598,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Keteneraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) DaerahKahupaten/Kota sebesar
Rp76.300.000,00;

2) Kegiatan Pelayanan Penczgahan dun Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rp109.000.000,00;

3) Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
sebesar Rp206.411.200,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi capaian indikator bidang
Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Peleyanan Minimal, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesawaran
dan Kabupaten/Xota.

Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial szbesar Rp171.675.000,00
atau 4,16% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar
Rp4.128.264.606,00 yang diuraikan seoagai berikut-

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelancangan pengemis di
luar panti sebesar Rp131.675.000,00;

2) Kegiatan Perlindungan Soasial Korban Bencana Alam dan Sosial
scbesar Rp40.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang
Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Miniinal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tuhun 2018 tenteng Standar
Teknis Felayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
di Kabupaten Pesawaran.
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2. Dukungan Alokasi Anggarar. Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap
Kebijakan Pricritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Da.am Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,
prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp54.388.683.833,00 atau 4,10% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pcsawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi
pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang
diprioritaskan pada penguatan ketahanan ckonomi dengan titik berat
pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan,
pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan
perdagangan, pemulihan pariwisata dan ckonomi kreatif, serta
peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaraun yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan Gerl:eadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatna daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
scbagai modalitas bagi pembangunan ckonomi yang berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lavangan kerna, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasarar, PN1, akan dilakukan melalui delapar, Program Prioritas (PP) yaitu
sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP'1), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 secbesar Rp0O;

2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi (PP2), diarggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp27.553.554.683,00;

3) Peningkatan Xxetersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
(PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ssabesar
Rp4.107.436.626,00;

4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
(PP4), dianggarkan dalam rencangan Peraturan Daerah Kabupaten

Perawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp4.425.653.530,00;



-19.

5) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (IJMKM)
dan koperasi (PPS), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tehun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.616.812.416,00;

6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ril,
dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Angparan 2021
sebesar Pp8.548.222.5839,00;

7) Peningkatan ekspor pernilai tambah tinggi den penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggerkan dalarna rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp1.093.730.G00,00;

8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Duerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
RpS5.043.273.734,00.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi I{esenjangan dan Menjamin
Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangen Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp157 457.190.661,00 atau 11,88 % dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupater. fesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan
dampak sosial COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,
mengoptimalkan  keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus
meningkatkan pemerataan hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran pada periode
2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap
menjaga momenrtum pertumbuhan

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam Pengembangan Wilayah
Sumatera (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp157.457.190.661,00;

. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Feraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp547.633.659.990,00 atau 41,32% dari total belunja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem
kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang
merupakan penekanan dalam percepatun pemubhan pembangunan
pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia
yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalum rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan
dicapai untuk meningkatkan SDM berkua'itas dan berdaya saing pada
tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
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Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguataya tata kelola
kependudukan;

Meningkatnya perlindungan soginl bagi reluruh penduduk;
Terpenuhinya lnyanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
Meningkatnya aset produlitif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyclcsaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

1)

2)

3)

.“

5)

6)

7)

Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp16.429.779.604,00 dalam rangka meningkatkan cakupan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sicil dan menguatnya sistem
pemutakhiran data kependudukan.

Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.128.264.606,00 dalam
rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam
menjangkau penduduk miskin dan kelom.pok rentan.

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayenan Kesehatan (PP3),
dianggurkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp132.234.898.858,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan
reformasi sistem kesehatan.

Peningkatan Pemerataan Lavanan Pendidikan Berkualitas (PP4),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp406.791.537.096,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan
layanan pendidikan berkualitas.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP3),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp3.787.492.616,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak
dan perempuan dari berbagai tindak kckerasan, pemberdayaan
perempuan, scrta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.

Pengentasan liemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp5.144.994.404,00 dnlam rangka
meniperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan
rentan.

Peningkatan Produktivitas dan Daya 3aing (PP7), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Dacrah Kabupeten Pesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.116.692.806,00 dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing.
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. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan

dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tenteng APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.589.741.538,00 atau 1.56% dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk
pemulihan pembangunan pasca pandema COVID-19 yang menjadi
momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental
untuk mewujudkan Indonesia mcluyani, bersih, tertib, mendiri, dan
bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan
sistem sosial keluarga Jan masyarakat.

Padu tahun 2021, sasaran vang akan ciwujudken dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketahanan budaya;

2} Meningkatnya pemajuan kebudayaan untu< meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat
dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan terscbut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui emgat PP, ynitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas
Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkairakter (PP1), dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.6¢6.856.038,00;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestanan Kebudayaan untuk
Mcmperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri  Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyai, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp301.653.000,0C,

3) Memperkuat Modernsi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp16.202.600.000.00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarukter (PP4),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Knbupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp428.635.500,00.
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Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PNS), dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang AFBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp22.053.248.954,00 atav 1,66% dani tolal belanja dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentnng APBD Tahur,
Anggaran 2021, yang digunakan unwk pembangunan infrastruktur
tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan
nasional melalui pembangunan sarana keschatan masyarakat dan
peningkatan penyediaan pelayanan dasar scperti penyediaan pengelolaan
air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan
infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan
ckonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan
pernbangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil scperti sektor
pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi. Susaran
dan indikator utama PNS5 yaitu scbagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan skonomi dan
akses menuju pelayanan dasar;

3) Meniagkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagahstnkan;
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5S dilakukan
melalui lima PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawar'n tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar RpS75.C00.000,00 dalam rangka
meningkatkan akses masyarakat «erhadap perumahan dan
permukiman layak, aman dan terjangkau.

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancar.gan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp7.621.907.400,00 dalam rangka meningkatkan
kor.ektivitas wilayah.

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daeruh Kabupaten Pesawarun tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp4.696.329.436,00 dalam rangka
meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dinnggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp.0 dalam rangka meningkatkan akses dan
pasokan energi dan tenaga Listrik yang meranta, andal, dan efisien.

5) Transformasi Digital (PP5), diunggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesavaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021
scbesar Rp9.160.012.118,00 dalam rangka meningkatkan
pembangunan dan pemanfautan infrastruktur TIK, serta kontribusi
sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
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Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentung APBD Tahun Anggaran 2021 scbesar
Rp12.471.940.200,00 atau 0,94% dari total belanja decrah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021, yang diarahkin untuk meningkatkan ketahanan
masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat
perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakuknn melalui penanganan
limbah B3 medis dan penanganan sanpah. Peningkatan ketahanan
bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem keiahanan bencana
nonalam, melalai upaya Kesiapsiagaan dan nengurangan risiko bencana
serta peningkatan kapasitas dan koordinaai kelembagann.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim yaitu scbagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2] Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapiian

sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu.

1) Peningkatan Kualitas Lingkurgan Hidup (PP1], dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
fahun Anggaran 202! scbesar Ru9.488.182.420,00 dalam rangka
meningkatkan <ualitas air, kualitas ar leut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ckosistem pumbut.

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim iPP2), dinnggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.983.757.780,00 dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, scrta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi
peringatan dini bencana kepada masyarakat,

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran
2021 schesar Rp483.569.515.929,00 atau 36,49% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka
penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata
pemerintahan {good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak
lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu,
aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-
19 dilakukan dengan penerapan yang tegas schingga stabilitas politik
nasional dapat tetap terjaga.
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Pada tahun 2021, sasaran yang akarn diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan pubiik
(PH7) yaitu sebagai berikut:

1)

2)
3)
9)

3)

Tervujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Leinbaga Demokrasi dan
Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secaia Optimal;

Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

Meringkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola;

Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan
dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1)

2)

Konsolidasi Demokrasi (PPl), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 scbesar Rp22.778.424.754,00 dalam rangka
mewujudkan komunikasi publik yang efcktif, integratif, dan
partisipatif.

Reforrnasi Birokrasi dan Tata Kcelola (PP4), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Tehun Anggaran 2021 scbesur Rp460.791.081.175,00 dalam rangka
meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah.

Dalam dokumen pendukung Kancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasa-kan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rasio
Terhada
No Priorits Nasional AR 2021 Belanjn
(Rp) Daemh
— . 4
& . b ot d
Mcmporkuat ketahanan Fkononai
Untuk Pertumbuhan Yang 54.388.681.833 4,10%
| Berkunlitas dan Berkendilan
Mengembangkan Wilmyah Untuk
2. | Mengurangi Kescnjonynn  Dan '£7.457,190.661 11,88%
Menjamin Pemeratann .




.
i
g

S

i Meningkatkan  Sumber  Dava
3. | ManusiuYang 574.633.659.990 43,36%
Berkualitas Dan 3erdayn Saing
4. Revolusi Ments) 20.689.741.538 1,56%
Memperkuat Infrastruktur Untuk
| 5. | Mendukung Pengembangan 22.053.248.954 1,66%
|_ | Ekonomi dan Prlayanan Dasar - _
Mcmbangun Lingkungan Hidup
0. | Meningkat'cin Ketahanan Bencina 12.+71,940.200 0,94%
dan Perubahan Iklim ) i
Nemperkual Stabilitas
7. Polhukhankam dan Transfomasi 481.574.977.402 36,49%
| Peliyigan Publik )
. Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBL 1.325.269.442,638 | 100,00%
r Total Belanja Dasmh 1.325.2(9.442.638

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalum rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2020 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ckonomi wilayah Kabupaten Pesawaran
sebesar 4,5% s.d 5,5%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
sebesar 9,2%; serta

c. Meningkatnya kesempatan Kkerja, dengun menurunkan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 7,5% s.d 8,2%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali Kabupaten Pesawaran. (rebound) kondisi sosial ekonomi
masyarakat setzlah terdampak pandemi ZOVID-19 serta setelah melalui
pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daernh tentang APBD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2021 barus mendukung tercapainya IPM
Kebupaten Pesawaran sebesar 72,78% s8.d 72,90%.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pusawaran harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021
terscbut guna mendukung pencapaian Visi dun Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utamn Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan

infrastruktur untuk menghubungkan hawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;
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Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua)
Uﬂf'ﬂ-ﬂs-Uﬂdnng yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lupnngnr;
Ke-ja dan Undang-Undang raengenai Pemberdayaan UMKM;

Peﬂ}'f-'derhannan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
Penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufakwr dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bag. kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakvat Indonesia.

3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadep Kebijakan
Prioritas Pemerintah Kabupaten Pesawaran Taliun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021, Kabupaten Pesawaran telak menzaiokasikan anggaran belanja
dacrah berdasarkan prioritas dacrah tahun 2021 vang diuraikan dalam
Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4,
Alokasi Anggaran Peniesintah Kabupaten Pesawarnn
berdasarkan Prioritas Daerali Tahun 2021

Rasio
Total Asyggnean terhadap
Na. Prioritns Dacrah dadiun APTIC Belanjz
(sel esawr Rp) Dnerah
4
1. | I'eningkatan Kualitas SDM yang
Schat Jasmani dun Rohani, Cerdas,
Unggul dan Derdaya Saing 595.323.401.528 44,92%

™3 | Peningkutan Ikliin Investasi dan

2 Zemerataan Infrastruktur Wilayah
- | sccarn Berkelanjutan dan Berkualitas | 191.982.379.815 14,48%

Berusaha yang Kondusif 13.258.765.255 1,00%

3. | Peningkatar Tuta Relola
’ : Efekul Jan
L P o e aeia 483.571.977.462 | 36,48%
Tinggi

Mewujudkan Desa Mandiri Sct;hnfﬂ
Titik Bernl Pembangunan Berbasis _ _
Kemasyarakatan dan Potensi Lokal 41.129.918.578 3,10%

| Jumiah Aloknsi Anggaran dalum APBD | 1.325.269.442.638 | 100,00%
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4. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang

membahayakan pereckonomian daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Trhun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupater Pesawaran menetapkan kebijakinn keuangan
daerah dalam raungka penanganan pandemi COVID-19 dan menghndapi
ancaman yang membahayakan perekonomoan daerah.  Kebijakan
keuangan daerali, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan dalam APBD, scbagaimana diamanatkan daiam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-l/ndang Nomor 1 Takun 2020 Tentang
Kevi;akan Keuangan Negara dun Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 1¢) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perckoromian Nasional dan/atau Stabilitas Jistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan dacrah dalam rangka
penanganan pandemi COVID-i9 dan menghadapi ancaman yang
membanayakan perckonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran dalam Rancangan Peraturan Caerah Kabupaten Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi
anggaran pendapatan daerah, bclanja daeran dan pembiayaan daerah
yang diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan:

b. penanganan dampak ekonomi tcrutama menjaga agar dunia usaha
(laerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/socil safety net,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, din Penggunaan Anggaran
Perdapatan dan Belanja Dacrah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi
COVID-19 yaitu sebesar Rp2.203.709.987,00 antera lain diuraikan

sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait
keschatan sebesar Rp1.038.665.387,00 tercantum pada Program
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam
Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedaganp Besar Farmasi (PBF)
Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas
Kesehatan;

b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama
menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar
Rp973.351.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
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1) Program Pendidikar, Dan Latihar Perkoperasian  scbesar
Rp398.624.000,00 Dalam Kegiatan Pendidikan Dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wi'ayah Keanggotaan Dalam
Daerah Kabupaten /Kota;

2) Program Pengembangan Umkm sebesar Rp574.727.000,00 Dalam

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil:

Alokasi anggaran untuk penyediazn jaring pengaman sosial/soaal
safety net scbesar Rp191.693.600,00 yang ciuraikan sebagai benkut:

1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat  sebesar Rpl140.000.000,00 Dalnm Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganckaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Loknl:

2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan

Masyarakat scbesar Rp51.693.600,00 dalam kegiatan Pengadaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Ko

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan
mempedomani  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Kebijjakan Keuangan Negara Can Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangks Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekononuan  Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menten Dalam Negeii Nomor 20
Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2620 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, elisiensi,
kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyediaan anggarun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD} Tahun Anggaran 2021, yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan,
sebagui berikut:

a. Alokasi Anggacan Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp408.658.187.096,00 atau 30,84% dan total belanja daerah scbesar
Rp1.325.269.442.638,00 dalam Rancungan Pcraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tehun Anggaran 2021, dengan
uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:
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Tabel 5
Alokasi Fungsi Penirlidikan
E—N" | - Komponen Perhiturgan N Jumlah 'sebesar Rp)
1 |a Belanja pada Dinas Pendidikan 407.153.187.096
| 1) Belanja operasi 376.076.572.796
j 4] Delanja Pegawai 302.191.277.080
b} Belanja Barmng dan Jasa 71.265.500.766
i c] Belanja llibah 240.000.000
I d} DBelinja Dantuan Sosial 2.379.794.950
| 2] Belanja Modal 31.076.614.300
! b. Belanja di Luar Dinas Perdidikan 1.505.020.000
; yang menunjang Pendidikan,
I antera lain:
1] Kepemudaan dan Olanraga 1.060.000,000
‘ 2) Perpustakaan | 445,000,000
| 2. | ﬁnggnn_lr'l_ Jungsi Pendidikan (a+b) i_ 408.658.187.096
| 3. | Total Belanja Daerah 1.325.269.442.638
|L 4. | T&::o Angraran pendidikan (2:3) x 1 30,B4%

teiah memer.uhi alokasi fungsi pendidikan sekurang kurangnya 20%
(dua puluh persen) dari total belanja daeiah sesuai amanat dalam
Pasal 49 ayut (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Fendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir LE.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dae.nh Tahun Anpgaran 2021,

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Pesawaran hanis mempertahankan
sccara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran
fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
total belanja daerah sesuai amanat dals m Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiknn Nasional
dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan yang dinrahkan penggunaannya
untuk pencapaian indikator SPM Fendidikan di Kabupaten Pesawaran

Anggaran untuk fungsi pendidiknn terscbut diatas, dialokasikan
untuk:
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1) Program pada Dinus Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp407.153.187.096,00 atau 30,84% dari total anggaran untuk
fungsi pendidikan sebesar Rp408.658.187.096,00 antara lain
diuraikan dalam tertuang dalam Lampiran IV Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
Anggaran 2021. Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke
dalam rincian obyeck belanja modal pembangunan rarana
pendidikan sebesar Rp31.076.614.320,00 atau 7,60% dan total
anggaran untuk fungsi Pendidikan.

2) Belania PBantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar
Rp240.000.000,00 atnu 0,06%dari total anggaran untuk fungsi
pendidikan.

Sclanjutnya, penetapan besaran siandar satuan harga untuk
tenaga per.didik mempedomari upan minimuin yang ditetapkan
oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Femerintah Nomor
78 Takun 2015 tentang Pengupahan

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1)
tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga
diarahkan untuk memenuhi  krteria minimal pendidikan
sebagaimuna maksud Pasal 2 Peraturan Pemerinteh Nomor 19
Tahun 2005 t»ntang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi;
2) standar proses;
3) standar kompetensi lulusan,
4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5) standar sarana dan prusarana;
6) standar pengelolaan;
7) standar pembiayaan; dan
8) standar penilaian pendidikan.
b. Alokasi Anggaran keschatan

Anggaran keschatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggarun 2021 Jinlokasikan sebesar
Rp139.751.638.858,00 atau 11,07% daii total belanja daerah di luar
gaji sebesar Rp993.134.766.695,00 dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:
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Tabel 6
Alokasi Anggaran Keschatan
No | o Komponer. Perhitungan ) - Jumlah (scbesar Rp)
I. 'a. Belunja pada Dinas Keschatan | 132.234.898.858
'| i 1} Belanja Operasi 123.759.872.468
, ] a) Belunja Pegawil 44.711.504.824
l— b) Belnnja Barnng dun Jasa 78.847.087.644
¢} Belanja Hibah 100.000.000
d) Belunja Bantuan Sosial 101.280.000
2] Belanjn Modal 8.475.026.390
b. Belanja di Luar Dinns Keschatan _vnng_ o 7.516.740.000
menunjung Keschatimn, antara [ain;
1} PengendalianPenduduk Jan keluarga 7.516.740.070
Berencana
2. | Anggnran Fungsi Keschatan (a+b) - 139.751.G38.858
3 | Total Belnnja Daernh N 1.325.2G9.442.638
a. | CajiasnH o 332.131.675.943
5. | Tolal Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4) . 993.134.766.695
Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%. - 14.07%

telah rnemenuhi alokasi anggaran kescha.u.n sekurang-kurangnya
sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja dacrah di luar gaji,
sesuai amanat Pasal 171 avat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, sebagaimana ranksud butir LE.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tanun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran hanis mempertahankan
secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk
kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari
total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 uyat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Kesehatan di Kabupaten Pesawaran

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan
untuk Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar
Rp132.234.898.858,00 atau 94,62% dari total anggaran untuk
anggaran keschatan sebesar Rp139.751.638.858,00 antara lain
diuraikan dalam:

a) Program pemenuhan upaya keschatun perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat sebesar Rp48.675.917.000,00;

b) Prograin pemberdayaan mesyarakat bidang kesehatan sebesar
Rp1.389.058.000,00;



¢) Program  Peningkatan Kapatitan  Sumber  Daya  Manusia
Kesehatan sebesar RpS 849,000 000,00
Selanjutnya, penetapan besaran atandar satuan harga untuk tenags
keschatan mempedomani upah miniraum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Pernturan Pemenntah Nomaor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Alokiasi Angogatan Untuk Infrastiuktur yang hecasal dard Dana Transfer
Umum
Penggunaan dana transfer umuin yang terdin dan DAU dan DPH yang
bersifat  umury, diarnhkan  penggunaannya  untuk  belanja
infrastruktur  daerah  yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasil.tas pelayanar publik dan ekonori dalam rangika
meningkatkan  kesempatan  kerja, mern jurang kemiskinan, dan
mengurang kesenjangan penyediaan layanan publk, yang besaran
alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang -undangan
telarjn infrastruktur daernh berupa belana vang dilnksanakan untuk
raenvelenggarakan tugas dan fungsi yani menghasilkan keluaran
antuk menunjang alokasi anggaran keschatan, alokasi anggaran
pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya vang langsung berkaitan
Jdengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggarar.
2021 sesuai keten.uan |.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021, yang dwraikan dalam Tabel 7 cdan Tabel 8
sebagai benkut:
Tabel 7

Perhitungan Pen=rimaan Dana Transfer Umum

. i Jumlah dalam RAMID | Jumlah dalun Portal
No | homponet: Perhinungan 2021 K J

masn l

1. | Penerimaan

| Dana Transler Umum

l a) DAU 632082371 ¥x) 632 00 22371 000
| ™ DHH 15050 670 (xkx) 15059 670 000

Jumlah Peretimaan GAT 142 241 1w AT 4] 0= 0N |

| - _— T_— — f_—_ —
F Fengurang |

| |

& DAL Tambualuan

;b D ymng bersatat |
sy el

l |
Lel ADD TT .03 ) Y DOu) 7T 023 600 000 |
'— - - — — ———— - o —ee— e
|| Jumlah Pengurang 77.03 100000 77.033 600 000 |
$—t : N T [ —
Jumlah Dana Transfer 570104 44 () S70. 104 44 ] O |
[ Umum yang dijerhtunghan |
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Tabel 8
. Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
m. . ——__ Komponen Perhitungan B Jumlah
‘ I. | a) Belanja Modal 158.284.392.848
1} Tanah 1.010.000.000
| 2] Perulatan dan Mesin 26.378,431,290
| 3) Bangunan dan Gedung 23.086.121.050
4] Jalan, jaringan dan irigasi 98.755.157.108
5) Aset tetap lninnya 9.054.683.400
6) Aset lninnyn -
b| Belanjn pemeliharaan - 26.050.240.401 |
2. | a) Belanja Hibah o 14.137.784.000
b) Belanja Bantuan Sosial 19.518.074.950
c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk
) Infrastruktur . _
3. | Jumlah Belanjn Infrastruktur Daemh {1+2) 217.990.492.199
Persentase Delanja  Infrustruktur  terhadap 38,24%
Transfer ke Daecrah yang Penggunainnnyi
| Bersifat Umum dalam RAPBD 2021 ) _
Persentiuse  Belanja  Infrastruktur  terhidap 38,24%
| Transfer ke Daeral,  yang  Penggunaanny.
| | Bersifat Umum dalam Portal Kemenkea -

Belanja infrastruktur yang terkait Alokasi anggarun lainnya adalah
belunjn yang langsung terkait dengan percepaten pembangunan
fasilitus oelayanan publik dan ekvnoim untuk meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi Kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan pelayanan publik

a. Pengadaan dan 'atau pemeliharaan insilitus teknis dan fisik, sistem
informasi, perangkat keras, perangkat | 1nak;

b. Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitnn dengan
infrastruktur

sebagaimana ketentuan butir 1.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021.

. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan belanja hibah

kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sesuai ketentuan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelakranaan Tugas Kepala Daerah/Wakl Kepala Daeruh Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadnh dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 117/Sj tanggal 12 Januari
2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam
Anggaren Pendapatan Belanja Daerah.
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“ﬂkﬂ!’-_i Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelengpara
Pemerintah Duerah.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah  sebesar
Rp8.200.059.890,00 atau 0,62% dari tctul belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Tahun Anggaran 20z1.

Penganggaran tersebut telah memenuhi nlokasi anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka p:ngembangan
kompetensi penyelenggara Penierintah Daerah, paling sedikit 0,16%
deri lotal belanja daerah, sebagaimans ditegaskan dalian butir I E.44
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 61 Tahun 2020.

Berkaitan dengar itu, Psmerintah Kabupaten Pesawaran agar
mempertahankan alokasi anggeran untuh pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,:6% dari totnl belanja daerah
dailam Rancangan Peraturan Daerab Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021.

Alokasi Anggiran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemenntah Kabupaten Pesawaran
sebesar Rpl0.518.524.206,00 atau 0,7%% darni total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daeciah Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021, telah memenuhi nlokasi anggaran
penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Pesawaran sckurang-kurangnya 0,75% dari total belanja
daerah dan dintas scbesar Rp10.000.000.000,00, scbagaimana
ditegaskan dalam butir LE.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Berkaitan dengan itu, Pemerintah
Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan anggaran penguatan
pembinaan dan pengnwasan pada Inspcktorat Pemerintah Kabupaten
Pesawaran sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanju daerah dan
Jdiatas sebesar Rp10.000.000.000,00 dulam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuni  dengan kewenanganaya dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Pesawaian tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, uniuk mendanai program dan kegiatan
pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yailu:

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD,
reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu
penyerapan Aanggaran, reviu penyerapan pengadaan barang
dan jusa, pemeriksaan secrentak kns opname, pemeriksaan
pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan
evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
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2) Pengawasan prioiitas nasional meliputi: monitoring dan
evaluasi Dana Desa, dar BOS, evaluasi perenicanaan dan
penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih
pungutan lar, tindak lanjut penanjian kerjasama APIP dan
APH dalam penanganan vengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi;

J) Pengawalan reformasi birokrasi, niehputi: penilaian mandin
reformasi birokrasi, penanganan pergaduan masyarakat
terhadap perangkat duerah, penanganan pengaduan
masyarakat terhadap Bupati untuk Inspektorat Kabupaten;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan  laporan
pratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahun korupsi,
verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasn korupsi, verifikas: LHKPN/LHKASN, penilaian
internal zona integritas, penanganan banturnn kepentingan,
survey pencgakan integritas dan penanganan Whistle Blower
System;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti:  pendidikan profesional
bekelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan
teknis minimal 120 jam/tahun per A™P,

i

Sarana dan prasarana penpgawasan, sepertic laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain;

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumlxr dari alokasi 5% (lima
perseratus] alokasi dana penunjarg DAK Fisik scbagaimana
maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019,

sebagaimana ditegaskan dalam 1.E.58 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatin dan Belunja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp922.603.875.690,00
atau 69,62 % dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatin schari-hari Pemerintah
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019
tentang Pengeloluar Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
obyek belanja:

a. Belanja Pegawni

Penganggaran Belanju Pegawai sebesar Rp539.663.842.479,00 atau
40,72 % dari total belanja daerah dalara Ranzangan Peruturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anpgaran 2021, yang
antara lain terdiii dari:



1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

2)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar
Kp332.034.675.963,00 atau 2505 % dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 202], agar memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian
gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan
Calon ASH sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungken acress yang besamya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dan jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir
|.C.2.a.1).a), butir 1.C.2.a.1).b), dan butir 1.C.2.a.1).c) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

a) luran Jaminan Keschatan ASN sebesar Rp15.433.691.072,00;

b) luran Jaminan Kecelakaan Kena ASN scbesar
Rp2.499.216.200,00,

¢) luran Jaminan Kematian ASM sebesar Rp2.284.374.105,00;
vang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran teatang APBD Tahun
Anggaran 2021 dan harus mempedoinani Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administretil Pimpinan
dan Anggota Dzwan Pe-wakilan Rakyat Duerah, Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahur. 2018 tentang Jaminan Eesehaian, sebagaimana
dimaksud butir 1.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahua 2020 tentang Yedoman PPenyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021 dan Feraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Fegawai ASN scbagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 scbagaimana dimaksud butir
1.C.2.a.1).¢) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021,

Pemenintah Kabupaten Pesawaran tidak mengganggarkan jaminan
kematian, jaminan kesehatan dan jammii an kecalakaan l:erja DPRD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen  Pesawaran
tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk ilu Pemerintah
Kabupaten Pesawarar. agar menganggarkan jaminan kematian,
jaminan keschatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD
sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.]1).c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Numor 04 Tuhun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
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Hak K=uangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang antara lain tercantum pada Eelan)a Gaji dan Tunjangan DPRD
sebesar Rp21 930954 .000,00 antara lair diuraikan pada:

a) Belanja Tunjangan KomuJnikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00;

b) Belanja Tunjangan Reses DPRD setesar Rp1.417.500.000,00;

¢) Belanja Tunjangan Kescjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar Rp5.871.000.000,00;
d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar
Rp5.904.000.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Pernturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggnhran 2021 agar
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Xeuangan dan Administrutif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Drerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional scpanjang Peraturan Daerah tentang Hak
Kevangan dan Administrutil Pimpinan Jdan Angzgota DPRD
Pesawaran yang mengatur tentang peliksanaan hak keuangan can
administratif Pimpinar, dan Anggota DPRD telih mempedomani
ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun
2017 entang Hak Keuangan darn Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerat. dengan tetap
memperhatikan aspek efekufitas, clisiensi, kewnaran, kepatutan,
penghematan  dan rasionalitas cdalam penggunaan anggaran
dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan seila belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus
diformulasikan ke dalam rencana kerje Sekretariat DPRD serta
diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangen  sesuai  ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administraif Pimpinun dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Caerah dan Wakil Kepala
Dacrah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH scbesar Rp450.000.000,00
atau 0,58% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp77.331.847.935,00. Pengangggarun terscbut  harus ditata
kembali sespai ketentuan Pasal 9 aya' (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daernh buhwa besaran biaya
penunjang operasional Kepala Daciah Kabupaten/Kota paling
tinggi 0,40% dan paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 dari
jumlah PAD diatas sebesar Rp30 Miliur sampei dengan sebesar
Rp150 Miliar.
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Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran terscbut harus
mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah.

Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggarnn Tambahan Penghauilan ASN yang tercantum
pada  Belanja  Tambaban Penghasi.an LEN schesar
Rp55.447.680.000,00 atau 4,18 % dan total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran lentang APBD
Tahun Anggaran 2021, yang hanyn diuraikan ke dalam belanja
Tambahan Penghasilan berdasarkar Belan Kerja ASN.

agar memperhatikan jum!ah pegawai, aspek etektifitas, cfisiens,
“epatutan dan Kkewajaran penggunaan cnggaran  dengan
mempedomani ketentuan Masul 58 Peraturan Pemenntah Nomor 12
Tahun 2019 lentang Pengelolaan Ke.ungan Daerah dan butr
I.C.2.a.1).f) Lampiran Feraturan Menten Dalam Negen Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
z021.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN scbesar Rpl16.107.329.300,00 yang diuruikan ke
dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Dacrah
sebesar Rp1.023.387.500,00 ;

b' Belanja bagi ASN atas Insentif Pemurgutan Retribusi Daerah
scbesar Rp214.525.000,00 ;

Penganggaran pada huruf a) dan b) ngar mempedninani ketentuan
Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenufl
Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah serta butir
1.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021,

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolann Keuangan Daerah dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nocmor 69 Tuhun 2010 tentang Tata
Cara Pembenan Dan Pemanfantan Insentif Pemungutan Pajak
Daernh Dan Retribusi Daerah, pembenan Insentif Pajak Daerah bagi
Peinbat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak
Dacrah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan diperhitungkan sebagai salnh satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertiinbangan objektif lainnya
sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1)./) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyvsunan
APBD Tahun Anggaran 2021].
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¢) Belanja Honorarium sebesar Rp9.742.750.000,00 ;

Penganggaran huruf ¢) agar memperhatikan asas kepatutan,
kewajuran, rasionalitas dan efektifitns dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanann kegiatan dalam ranghka mencapai target Kinerja
kegiatan dimahksud. Berkaitan cengan itu, pemberian honorariuni
tersebut  meliputi  honorarium penanggung jawab pengelola
kruangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium
perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
sebagaimana diatur dalani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

d) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPQ) PNSD scbesar
Rp101.674.990.000,00

¢) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD scbesar
Rp1.500.000.000,00.

Penganggaran pada hurufl d) dan ¢) agar diurai pada objek
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN yvang bersumber dani AFBN Tahun Anggaran 2021
melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1).0)
Lampiran Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2020
tertang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

b Belanja Barang dan Jasa

Penyedinan  anggaran  Belenja Barang dan Jasa sebesar
Rp349.184.168.261,00 atau 26,35 % dan total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturun Deerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD
Taliun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dun belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau  dijual  kepada
masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek cfektifitas,
elisiensi, kepatutan dan kewajaran  penggunaan  anggaran
scbagnimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturnn
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolanan Keuangan
Daerah.

Penyedinan anggaran belanjn barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja:
1) Belanja Barang seb=sar Rp60.329.570.372,00 atau 4,55 % dari total

telanjn dacrah dalam Rancangan Peraturen Daerch Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Belanja Jasa scbesar Rp141.489.933.528,00 utau 10,68 % dari
total be'anja  daetah dalarn Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang
antara lain diuraikan ke dalam rinciar. obyek belinje.:

a) Bslanja Jasa Kantor sebesar Rp105.577.938.000,00;
b) Belanja luran Jaminar./Asuransi selesar Pp17.262.632.000,00
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Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan
kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan
atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan mempriontaskan
terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemenintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barung Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun
2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
[.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo- 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¢) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja  Sewa Peralatan dan Mesin sebesar
Rp2.487.547.000,00

(2) Belanja Sewu Gedung dan Bangunan sebesar
Rp1.516.810.000,00

(3) Belania Jasa Konsultansi Konstruksi scbesar
Rp6.593.823.028,00;

(4) Belanjn Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar
Rp2.030.104.000,00

dapat aianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daeran Kabupaten
Pesawaran tentang AP8D Tahun Anggaran 2021, peiaksanaannya
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pade masing-masing kegiatan
dengan mempnontaskan terledih danulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak tcidapat barang milik daerah
terl:ait muka penganggaran dan p:laksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektifitne, cfisiensi, kepatutan dan
kewnjaran serta penghematan penggunaan Anggaran sebagaimana
maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keusngan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisicasi penyedinan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fa.ulitas aset daerah dengan
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
disusun dengan memperhatikan kebuiukan serta ketersediaan
barang mil’k daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang
milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar
kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana makiud butir
1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.
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e) Belanja Kursus/Pelutihan, Sosialisasi, Bimbingun Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan scbesar Rp3.526.205.000,00 dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pesawaran  tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan dengan tctap memperhatikan aspek
sfektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran  serta
pengheratan  penggunaan anggaran, mengingat untuk
menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
scjenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia bagi Pejabat Dacrah dan Staf Pemerintah
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya
seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di
Kabupaten Pesawaran sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebut disclenggarakan di luar daerah
harus dilakukan secara sangat selektif  dengan
mempertimbangkan aspek-aspek urgsnsi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompete¢nsi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyclenggara serta manfaat
yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya gina efektifitas penggunaan
anggaran daerah.

Schubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata
rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan
penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan,
baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi,
penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis
lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi
informasi.

Dalam hal penyelenggar2an rapat, peadidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar
ateu sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual
berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain
keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan
infomasi, pelaksanann kegiatan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosiulisesi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan
tetap memperhatikan penerapun  protokol pencegahan
penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.
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Beltzmja Pemeliharaan sebesar Rp25.873.220.401,00 atau 1,95 %
d.nn total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Memn  sebesar
Rp16.073.399.300,00 .
b) Belanja Pemeliharaan Gedunp dan Bangunan sebeuar
Rp3.569.875.600,00 .
c¢) Belanje Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan lIrigasi scbesar
Rp6.144.538.501,00 .
dapat dianggarkan dalam Rancangar: Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tanun Anggarun 2021, dan
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efcktifitas, efisiensi,
kepatuan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada musing-masing
kegiatan sebaganimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturar.
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Penganggaran pemeliharean barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahi Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Neg=ri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir 1.C.2.b.2).h)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp41.224.251.000,00 atau 3,11%
dari total belanja daerah dalam Rancargan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar
dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghemalan penggunaan anggaran
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam cGalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan
secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah
dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta
harus menganggarkan biaya petneriksaan kesehatan covid- 19 (rpaid
test/PCR test/swab test] sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam
pandemi covid-19) sesuai butir 1.C.2.b.2).k) dan 1.C.2.b.2).])
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
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9] Belanjn Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masynrakat sebesar kp17.362.180.000,00 yang
diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp10.397.600.000,00
dan Belanjn Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
l.ain/Masyarakat sebesar Rp$.934.580.000,00 untuk
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerch berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalamm RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa dengan raempedomani Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah dan 1.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tuhun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan. Penganggaran Nomenklatur dun Kode Rekening Belanja
Uanz dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat.

. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah sebesar Rp14.237.784.,000,00 atau 1,07 % dari total
belanja daerah dalam Pereturan Dacrah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 yang diurai pada Belanja Hibah kepnda Badan,
Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan vang Eerbadan Hukum
Indonesia sebesar Rp8.867.600,000,00 atau 1,68% dari total
belanja dacrah.

b) Belanja Bantuan Sosial scbesar Rp19.518.074.950,00 atau 1,47 %
dari total belanja dacrah yang diurai kedalam Belanja Bantuan
Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undung-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, gebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daevah.

Penyedinan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat
diangzarkan sepanjang telah memenuh: persyaratan dalam rangka
menunjang pencapaian sasaran progran dan Kegiatan pemerintah
dacrah sesuni urgensi dan kepentinean dacrah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerininhan,  pembangunan dan
kemasyarakatan dan juga bertujuar untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, scbagnimana maksud Pasal 298
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undeng Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 62 dan Pasal 63
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemngelolaan
Keuangan Daecrah serta butir 1.C.2.a.5) a) dan butir 1.C.2.a.5).b)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angguran 2021.
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Pelaksanaan dan pertanggungiawabannya harus dijamin efektifitas
kebenaran tuiuan dari penyedisan anggaran dimaksud melalui
serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi
Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan
anggaran tersebut tepat sasarar. dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercanium pada Belanja Hibah
Bantuan Keuangan Kepada Paitai Politik sebesar Rp995.134.000,00
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021, harus m:mpedomani Peraturan
Pemierintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluian, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Pelanja Modal
Penyediaan anggaran Belanja Modal scbesar Rp158.434.420.948,00 atau
11,95 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
seria pertumbuhan ekonomi daerah, sebagnimana maksud butir 1.C.2.b.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angga-ar. 2021.
Penganggaran belanja modal te cebut digurraken untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengada i aset tetap yang memenuhi
kriteria mempunyai masa manfaat lebib dan 12 (dua belas) bulan,
digunukan dalam kegiatan pemerintahan Jdaerah, dan melewati batas
minimal kapitalisasi asset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Per.zelolaan Keuangan Daerah,
sebaga,mana maksud butir 1.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedonan Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021.
Penganggaran pengadaan barang milik dacrah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merugakan salah satu dasar bagi SKPD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-SKPD.
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Perencanaan kebutuhan barang milik dacrah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati Pesawaran scsuai amanat Pusal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 20
Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
serubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilii kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penarabahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang
tercantuni dalam Kontrak awal, sebagaimana dinmanatkan Pasal 54 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahurn 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Peinerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.374.459.390,00
atau 1,99 % Jari total belania daerak. dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
yanp antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga scbesar
Rp4.387.892.500,00 ;

2) Belanja Modal Alat Studio, Komunilas., dan Pemancar sebesar
Rp457.474.000,00

3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Keszhatan sebesar
Rp2.105.815.387,00

4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp327.000.000,00 ;
5) Belanja Modal Komputer sehesar Rp9.6%7.994.600,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.086.121.050,00
atau 1 74 % dan total belanja daerah, yang diuraikan ke daiam obyek
belanjo:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp22.746.334.350,00;
2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp329.786.700,00;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  sebesar
Rp98.909.157.106,00 atau 7,46 % dari total belanja daerah, yang
diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar RpS§7.382.705.254,00;
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp40.679.612.854,00;

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.054.683.400,00 yang
diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp313.810.000,00;

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
sebesar Rp111.800.000,00;
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dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran  tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dnlam rangka
pengadann asct tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (a'1e belas) bulan, digunakan
dalam kegintan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi
ascl sesuni  kewenangan  Pemerintuh - Knbupaten Pesawaran,
sebagaimana maksud Pasal 282 Undang:-Undang Nomeor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daernh sebagaimana tclah beberapakali
diubah ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan
Pasal 64 Peraturnn Pemerir.tali Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolnan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan dacrah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri. Selarjutnya, penganggaran
pengadaan barang milik aaerah didasarkan pada perencanaan
kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketursediaan
barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik
daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik dacrah yang baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerch dimaksud bsrpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan
Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintax Nomor 27 Tahun 2014
Pengelolean Barang Milik Negara/Daerah secbagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud da.am pelaksanaannya juga
harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2C06 tentung Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemenntah Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2021.
7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keadaan darurat termesuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghaclapi ancaman
yang membahayakan perekonomian daerah, scbagaimana maksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
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Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar RpS.000.000.000,00
atau 0,38 % dari total belanja dacrah agnr dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan
adanya kegintan-kegiatan vang sifatnya tidak dapat diprediksi
scbelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan
Pasal 69 Peraturan Pemerintuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 1.C.2.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 20%21.

. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp239.231.146.000,00
atau 18,05 % dari total belanja daerah dalain Rancungan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
vang diuraik:an sebagai berikut:

2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.945.100.000,00 atau 10,00%
dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp29.450,000.000,00;

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepade.
Pemerintah Desa sebesar Rp445.150.000,00 atau 3,28% dari dana
hasil Retribusi daerah sebesar Rp13.551.500.000,00;

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan alokasi
anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Dacrah Kepada
Pemerintah Dcsa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana :elah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 ‘Tahun
2019.

c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp235.840.996.000,00 Belanja
bantuan keuangan diberikan kepada daeral lain dalam rangka kerja
sama dacrah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,
dan/atau tuiuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan
manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang
antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belan;a:

1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 20?1,

2) Bclanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten
lkepada Desa sebesar Rp205.356.779 416,50 atau 15,96% dari total

belanja daerah dalam Rancangan I'eraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
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Pemerintah Kabupaten Pesawarun agar dapat mempertahankan
pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dara Perimbangan yang
diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan
Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal
06 Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten‘ang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke
dalam daftar nama pemerintal desa selaku penerima sebagai rincian
obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening
berkenaan,

Sistem dan prosedur  penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan
sebagaimana diamanatkan dalam butir 1.C.2.d.2) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor €4 Tahun 2020 tentang Peuoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lair.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan d‘tenma kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupua pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.131.722.611,00 Penerimaan
pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebil. Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus sccara terus-
menerus dan konsisten melakukan langkah langkah percepatan
penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghinduri potensi
besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan
perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran
2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka meughindari kemungkinan adanya
pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tiduk tercapainya SiLPA yang
direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 teniang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021.
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KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RKPD SERTA KUA DAN
PPAS

A

B

Konsistensi Penyusunan Dokumen Rancangan Feraturan Dacrah dengan
RKPD.

Pemenntah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun Rancangan Peraturan
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konuisten pada setiap tahapan
perencanaan anggaran dacrah, raulai dari Rencanw Kerja Pemer:ntah Daerah
(RKPL), Kebijjakan Umum APBD (KUA), Priontas Jdan Flafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Pesawaran tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 seauni amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noinor 11 Tahun 2020 Pasal
23 avat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahwun 2008 (entang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelnksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90
avat (3) Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahur 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturun Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tawa Cara Perencanaan, rengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daeiah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kena Pemenntah Daerah

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegatan Ranperda dan Ranperbup
dengan RKPD

Pemenntah Kabupaten Pesawaran  agur konsisten dan menyesuaikan
Program, kegiatan c'ar. sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD
sesual ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265
avat (3) dam pasel 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daernh sebagaimane telah d'ubah beberapakali terakhir
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasul 89 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 177
Peraturan Menten Dalam Negernn Numor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, seita Tata Cara Perubahar. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemenntah Daerah, serta Peraturan
Merteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
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IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalum mer.yusun APBD Tahun Anggaran
2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedomani antara lain:

A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten
Pesawaran TA 2021 agar mempedomani Peraturin Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 teniang Pecngelolaan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakh.ran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuanngan Daerah
sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan cdengan hal tersebut Pemerintah kabupaten Pesawaran dalam
penyusunan rancangan KUA dan PPAS serte rancangan APBD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeruh dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nemor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verilikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi can Nomenklatur Percncanaan
Pembangunan Dan Keuangan Dacrah serta dilaksanakan secara elektronik
melalu; Sistem Informasi Pemerintahan Daerali sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunar APBD Tahun Anggaran 2021 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur /Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia Nomor 130/73€/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang
Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

B. Berdasarkan Pasal 8 Peraturar. Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bahwa bagi
Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling
sedikit sebesar Rp3.000.000.000.0{}0,00 (tiga triliun rupiah).

Dalam hal modal inti sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka
sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.03/2020 ditetapkan bahwa Bank harus menyesuaikan bentuk dan
kegiatan usahanya menjadi BPR.

Sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 tanggal 28
Mei 2020 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Pesawaran ke Bank
Lampung scbesar Rp.4.102.620.000,00. Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 Kabupaten Pesawaran telah menganggarken Penyertaan
Modal ke PT Bank Lampung sebesar Rp. 1.602.625.700,00. Sedangkan pada
RAPBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pesawaran menganggarkan
Penyertaan Modal pada PT Pank Lampung scbesar Rp.500.000.000,00
sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp1.999.994.300,00.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pssawaran pada APBD TA 2021 agar
menganggarkan Penyertaan Modal kepade PT Bank Lampung sebesar

Rp2.499.994.300,00.
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C. Da]fam .rangka mendukung Pregram Jaminan Kesehatan melalui kontribusi
dari pajak rokok bagian hak masing-masing dnerah, Kabupaten Pi:sawaran
dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden
Nomor &2 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Perature: Presiden Nomor 64 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 ientang
Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungsn Program
Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Keschatan Nomor 40 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penzgunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan
Pelayvanan Kesehatan Masyarukat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 53 Tahun 2017,

Selanjutnya Penganggaran luran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan
Pem.erintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan
Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan scbagaimana telah diuban dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020.

D. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan alokasi anggaran pada jenis
belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
antara lain;:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan scbelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan;

2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah
Kabupaten Pesawaran dapat menyediakan alokasi anggaran dalam
AFBD Tahun Anggaran 2021 dengan menipedomani Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan
Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait;

3. pengendalian harga barang dan Jasn vang menjadi kebutuhan
masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan; bahan pokols.

k. Penganggaran biaye hionorarium, biaya parjalanan dinas dalam negeri, biaya
rapat/perternuan didalarn dan diluar kantor, biava pengadaan l:endaraan
dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 lentang Starclar Harga Satuan
Regional.

F. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

G. Pemenintah Kabupaten Pesawarun agar menduk-ing pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran
sesuai keoutuhan pada perangkat daerah terhait sesuai Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang
Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.

H. Pemeriniah Kabupaten Pesawaran agar mengalokasikan biaya peineriksaan
keschatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil
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(sepanjang dalam masa pandemi COVID-19, uatuk penyediaan biaya
perjalanan dinas.

Penganggaran hibah dan bantuan sosial agar mencantumkan Nama dan
Alamat penerima Hibah dan ban:uan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 20i9.

. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan

keuangan dacrah dan meinperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Penentuan kriteria pemberinn tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertinbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pcgawai ASN dacrah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati cengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat
memberikan tamnbahan penghasilan bagi pegawei ASN setelah mendapat
persetujuan Mentern Dalam MHegen.

_ Pemberian tambakan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja

diberikan setelah dilakukan p=ngukuran dan wnalisa beban kerja dan
kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahan 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keiga.

Penyediaan anggaran pada:
|. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan RBerusaha Terintegrasi Sccara
Elektronik sebesar Rp36.950.000.00.
b. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sisten Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secaia Elektronik sebesar Rp36.255.700,00.

Dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan
RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik.
2. Sekretariat DPRD.

a. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasar. Program Pembentukan
Peraturan Daerah sebesar Rp.1.304.469.000,00 dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan
peraturan daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan termasuk
kategori daftar kumulatif terbuka, untuk itu :

1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp99.934.000,00

2) Sub Kegiatan Pembahasan APRD  Perubahan sebesar
Rp94.596.000,00
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3) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungiawaban APBD sebesar
Rp94.562.000,00

Agar penyedinan anggaran ketiga kegintun tersebut disatukan dun
belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD scbesar Rp2.451.019.000,00
terdapat Belanjn Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan -an Pelatihan sebesar Rp900.000.000,00

Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam | (satu) tahun
anggeran dan pelaksanaannya dapat cdiluksanakan di luar dacrah
provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) darni jumlah kegiatan
dalam 1 (satu) tahun anggeran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi dan Dewan Perwukilan Rnkyat Dacrah Kabupaten/Kota
sebagaimana telal diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 20185, Pembiayaan can pelaksanaan kegiatan
tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No.
188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Ferihal Penjelasan Pasal 86
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman
Penvusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Raryat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota;

c. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pclaksanaan Tugas DPRD
sebesar Rp.11.021.181.000,00.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar dacrah yang bersifat
konsultasi kepada pemerinteh pusat, dalam pelaksanaanya agar
berpedoman kepada ketentuan Pascl 5 ayat (u) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018,
ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakur.an oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubzrnur scbagai wakil
Pemerirtah Pusat dan dalam hal konsultasi disclenggarakan oleh
gubernur scbagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan
hasil/masukan sesuai yeng diharapkan serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan
konsultasi ke Pemerintah Punat dengan bersama-sama Pemerintah

Provinsi.

3. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional, untuk itu ngar penvediaan anggaran dimaksud
dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan
sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021.

M.Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati.
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1. Rancangan Feraturan Degerah Tentang APRD Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2021

a. Konsideran menimbang diubah merjadi.

1)

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Ncmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pa:al 112 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daersh Tuhun Anggaran 2021;

bahwa penyempurmnaan scbagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tabun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan
kepentingan Lmum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

b. Konsideran mengingat:

1)

2)

3)

4)

S)

Angka 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Womor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5573).

Angka 11 diubah menjadi Peraturan Pemerinteh Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),

Angka 12 agar dilengkapi Lernbaran Negarn.

Angka 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107).

Angkua 19 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman FP'emberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari AP3D (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) secbagaimana telsh diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15).



6) Tambahkan:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virua Discase 2019 (COVID-19) Dan/ atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Sosial Dan/Atau $itabilitas Sistera Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2020 Nomor 87, Tambahan Le.nbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485).

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daecrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

¢) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57).

d) Perda Kabupaten Pesawaran tentang RI'JMD, SOTK.

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum,
penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,

c. Diantara Konsiderans mengingat dan frase “Dengan Persetujuan
Bersama DPRD" disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu:

Memperhatikan: Keputusan Gubemur Lampung Numor ..... tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerali Kabupaten
Pesawaran tentang APED Tahun Anggaran 2021 dan

Rancangan Pereturan DBupati Pcsawaran tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021,

d. 3atang tubuh, Pasal 1 agar mencantumkan pengertian/istilah yang
ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

e. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Uncaing Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021:

1) Lampiran | sampai dengan XVI
Penulisan pada pojok kanan atas diubuh menjadi:
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LAMPIRAN .....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR..... TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

2) Lampiran Ill, judul lampiran agar disesuaikan dengan Pasal 17
Raperda.

2, Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran ‘'entang Penjabaran APBD
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021

h.

Konsiderans mengingat agar discsuaikan dengan koreksi pada
Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

datang tubuh, sesum ketentuan Undang-Unding Nomor 12 Tahun
2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubak dengan Undang-Jndang Nomor 15 Tahun
2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2021 :

1) Pasal 1, agar disempumakan denpan mencantuinkan pengertian/
definisi yang ditafsirkan secara sisteimaus dengan merujuk pada
pengerdan/istlah yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan.

2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) set='an frase pasal yang dirujuk
tambahkan [rase "ayat (1)".

3) Pasal 5 sampai dengan Pasal i3 agar dirinci sampai dengan
keloripok, jenis, objek, rincian obyek, sub rincian obyek dengan
berpedoman kepada peraturun daerah dan peraturan perundang-
undangan.

Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaren Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021:

1) Lampiran I,
Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN ..

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAQI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

(lampiran selanjutnya menycsuaikan).
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3) Lampiran 11l dan Lampiran IV Bansos Uang, agar dirinci nama dan
alamat penerima hibah dan bantuan sosial secara lengkap sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019.

4) Lampiran V dan Lampiran VI, agar dirinci nama dan alamat
penerima bantuan keuangan bersifat umum dan khusus sesuai
ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA.2021.

N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubemnur ini, berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI



